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Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian warga negaranya bekerja sebagai pekerja
perikanan. Namun pekerja dibidang perikanan kerap kali mengalami pelanggaran hak salah satunya
diskriminasi yang dialami saat bekerja, hal ini karena pengawasan yang tidak secara langsung
dilakukan oleh pemerintah dan regulasi yang tidak memadai terhadap pekerja perikanan. Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan,
untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak pekerja perikanan dan relevansi perlindungan
hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis normatif yang mana bertujuan untuk
menganalisis permasalahan dilakukan dengan bersumberkan data pada hukum dan perarturan
perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Perlindungan terhadap pekerja perikanan saat
ini mengacu pada salah satu konvensi yaitu Maritime Labour Convention (MLC) 2006, namun
sebagaimana disebutkan konvensi ini justru tidak ditujukan terhadap pekerja dibidang perikanan,
untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu konvensi yaitu International Labour Organization
Nomor 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing agar pekerja perikanan mempunyai standar-standar
bekerja dikapal yang sesuai dengan hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Pekerja, Perikanan.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terletak antara dua
samudera yaitu samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta terletak diantara dua benua
yaitu benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat
strategis (Dhiana, 2017:8). Letak geografis Indonesia di antara Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran Internasional. Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan hal ini menyebabkan Indonesia memiliki
potensi kemaritiman yang besar. Hampir 70 persen luas wilayah laut di Indonesia
menjadikan sebagian masyarakat bekerja dan bermata pencaharian di laut. Sebagian
masyarakat ada yang bekerja sebagai pekerja dibidang perikanan ataupun pelaut baik itu di
kapal lokal maupun kapal asing. Sering kali pekerja perikanan tidak mendapat perlakuan
sebagaimana mestinya dalam menjalankan pekerjaan, diskriminasi yang di alami pekerja
perikanan di kapal telah memberikan ancaman serius bagi keselamatan mereka dan
bukanlah hal yang biasa, diperlukan peran dari pemerintah untuk menjamin hak-hak dan
memberikan perlindungan kepada pekerja perikanan sebagaimana tercantum dalam
Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Pasal 6 yang isinya Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan
kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan
keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-
kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya
semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk
mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini
dideskripsikan secara normatif mengenai perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan
menurut hukum internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang
Pengesahan United Nation Convention On The Law Of The Sea, Undang-Undang No. 13
tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, International Labour Organization ( ILO ) Convention
Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing, Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Undang-Undang No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 45 tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi
kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara yaitu offline dengan studi
kepustakaan secara langsung dengan mengunjugi Perpustakaan terdekat, serta secara
online dengan studi kepustakaan melalui searching melalui media internet. Analisis yang
digunakan berupa analisis kualitatif dengan mengumpulkan variabel data yang berkaitan
dengan perlindungan hukum, pekerja, perikanan serta hukum internasional yang berlaku
terhadap pekerja perikanan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlidungan Hukum Internasional Terhadap Pekerja Perikanan

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat dua arus kebijakan yang mengatur
tentang pekerja kapal, yaitu Maritime Labour Convention ( MLC ) 2006 yang mengatur
tentang pelaut dan International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tahun 2007 Tentang
Pekerjaan Dalam Penangkapan lkan. Maritime Labour Convention (MLC ) 2006 sendiri
merupakan salah satu konvensi yang diselenggarakan oleh International Labour
Organization (ILO) pada 2006 di Jenewa Swiss. Secara umum, perlindungan hukum
terhadap pekerja perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan internasional yang sudah
diratifikasi salah satunya yaitu Maritime Labour Convention (MLC) 2006 , namun peraturan
tersebut dianggap kurang memadai karena masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran
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HAM yang dialami pekerja perikanan selama bekerja dikapal. Dapat diketahui bahwa
pekerja perikanan tidak ditujukan dalam konvensi tersebut sebagaimana tercantum pada
pasal Il Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok Maritime Labour Convention
(MLC). Sementara, International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007
mengatur secara jelas tentang perlindungan pekerja perikanan yang dikecualikan oleh
Maritime Labour Convention (MLC) 2006 sebagaimana konvensi tersebut menyebutkan
pada pasal | bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup konvensi
tersebut.

Di Indonesia, tidak hanya Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang menjadi
landasan bagi pemerintah dalam melindungi pekerja di bidang perikanan, peraturan
internasional lainnya adalah International Convention On The Protection Of The Right Of All
Migrant Workers And Members Of Their Families 2000 yang telah di ratifikasi menjadi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja
Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini mengatur Tentang Perlindungan dan
Ketentuan Dasar bagi pekerja migran dan keluarga sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. International Convention On The Protection Of The
Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 2000 telah di ratifikasi menjadi
undang-undang nasional dan dijadikan landasan bagi negara Indonesia dalam melindungi
pekerja dibidang perikanan yang bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, konvensi ini
dapat dikatakan tidak mengatur mengenai standar-standar layak fasilitas di kapal bagi
pekerja perikanan dan tidak memfokuskan perlindungan terhadap pekerja dibidang
perikanan melainkan bagi para pekerja migran. Dalam hal keselamatan kerja terhadap
pekerja perikanan, pemerintah Indonesia berpedomankan pada International Convention For
The Safety Life At Sea (SOLAS) 1974. Meskipun International Convention For The Safety
Life At Sea (SOLAS) 1974 mengatur tentang keselamatan kerja selama di kapal, namun
konvensi ini tidak mengkhususkan hak-hak pekerja bidang perikanan dan jaminan sosial
sebagaimana diatur dalam International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007.

Hingga setengah abad terakhir Universal Declaration Of Human Rights 1948 (Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia) telah banyak menyuarakan mengenai Hak Asasi Manusia
secara internasional, namun hal itu terhambat oleh pengembangan dibidang ekonomi dan
sosial yang lebih diperhatikan. Salah satu hal yang perlu di perhatikan dalam hal memenuhi
hak-hak pekerja perikanan adalah keselamatan kerja, faktor keselamatan kerja menjadi
sangat penting karena terkait dengan kinerja pekerja dan fasilitas yang disediakan oleh
perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, maka semakin sedikit adanya
kemungkinan dalam kecelakaan kerja. Maka dari itu fasilitas yang tersedia haruslah sesuai
dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dibutuhkan adanya regulasi yang
mengatur mengenai perlindungan pekerja dibidang perikanan dengan meratifikasi salah satu
instrumen internasional yaitu International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun
2007 karena peraturan yang sudah ada saat ini dinilai belum mumpuni dalam melindungi
hak-hak pekerja dibidang perikanan, dengan begitu diketahui bahwa peraturan nasional
yang belum seimbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan dalam
upaya penegakannya. Dapat dikatakan bahwa meratifikasi berarti mengadopsi suatu
peraturan internasional untuk diterapkan menjadi regulasi nasional. Dengan meratifikasi
konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, itu berarti
Indonesia menyetutujui ketentuan-ketentuan yang ada pada konvensi tersebut.
Pelanggaran Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bisnis perikanan tangkap merupakan
merupakan sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perikanan dalam melakukan pekerjaannya
karena pengawasan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah sebagaimana
pengawasan yang dilakukan terhadap mereka yang bekerja didarat. Selain itu, kerangka
hukum yang lemah juga dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran hak terhadap pekerja.
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Kasus pelanggaran hak pernah dialami pemuda Indonesia asal Tegal bernama
Supriyanto yang tewas akibat disiksa selama bekerja dikapal milik Taiwan. Pelanggaran hak
yang dialami Supriyanto merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang mana diskriminasi
merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini disebutkan
pada Internasional Labour Organization (ILO) Pasal 1 Pekerjaan dan Jabatan diskriminasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi merupakan hal yang dilarang karena dianggap
sebagai perampasan hak. Kewajiban untuk mencegah diskriminasi tidak hanya dituangkan
dalam bentuk kebebasan berekspresi, namun juga menghilangkan diskriminasi dalam hal
seperti kesejahteraan pekerjaan, makanan, air, kesehatan, rumah dan pendidikan.

Pelanggaran hak pekerja perikanan menurut hukum internasional tidak hanya dialami
oleh pekerja asal Indonesia, tetapi juga dialami oleh pekerja perikanan asal Vietnam yang
bekerja di kapal milik Korea Selatan. Tidak terpenuhinya hak pekerja asal Vietnam ini yaitu
dalam hal waktu dan jam bekerja. Dalam hal ini Korea Selatan sebagai pelaku usaha yang
melakukan diskriminasi jam kerja terhadap pekerja asal Vietnam telah melanggar ketentuan
pada Maritime Labour Convention (MLC) 2006 Standar A2.3 mengenai Jam Kerja dan Jam
Istirahat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jam kerja yang tidak sesuai standar dapat
menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut keselamatan, keamanan dan
operasional kapal. Dalam hal menyangkut keselamatan pekerja kapal, hal ini tercantum
pada peraturan 4.2 mengenai Kewajiban Para Pemilik Kapal dengan tujuan untuk
memastikan bahwa para awak kapal telah dilindungi dari akibat finansial penyakit, cidera
atau kematian yang terjadi dalam pekerjaan mereka.

Tidak hanya Korea Selatan yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja kapal
dibidang perikanan, Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang
melakukan pelanggaran hak-hak pekerja perikanan yaitu human trafficking. Rekrutmen
untuk pekerja perikanan di Thailand umumnya masih berdasarkan kepada perekrutan
informal yang prosesnya mengarah terhadap perdagangan manusia yang umumnya pekerja
perikanan dijual kepada kapal penangkap ikan dengan harga tertentu per kepala. Dari
perekrutan informal inilah terjadi celah perdagangan orang terhadap pekerja perikanan yang
hingga saat ini menjadi masalah serius bagi pemerintah Thailand. Thailand merupakan
negara pertama di Asia Tenggara yang meratifikasi International Labour Organization (ILO)
Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Perikanan Tangkap, jika perekrutan
pekerja perikanan di Thailand berdasarkan kepada perekrutan informal, itu Dberarti
melanggar ketentuan pada International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007
sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Awak Kapal.

Dapat diketahui bahwa International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007
mengatur proses perekrutan pada pekerja perikanan dimana syarat utama yang harus
dipenuhi yaitu izin. Selain itu apabila perekrutan dilakukan secara informal, itu berarti dalam
bekerja para pekerja perikanan tidak berdasarkan pada dokumen perjanjian awak kapal
sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran Il International Labour Organization (ILO)
Nomor 188 Tahun 2007 yang memuat apa saja yang termasuk pokok-pokok penting yang
dimuat pada perjanjian awak kapal. Tidak adanya dokumen resmi saat bekerja juga
melanggar ketentuan yang terdapat pada Konvensi Food And Agriculture Organization
(FAO) Tentang Pedoman Perilaku Tanggung Jawab Bidang Perikanan.

Dari konvensi Food And Agriculture Organization (FAO) Tentang Pedoman Perilaku
Tanggung Jawab Bidang Perikanan dijelaskan bahwa standar minimum dalam bekerja
adalah terpenuhinya dokumen perjanjian awak kapal, jika dalam praktiknya rekrutmen
pekerja perikanan di Thailand dilakukan secara informal, itu berarti sudah melanggar
ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut. Thailand juga merupakan salah satu
negara yang sudah meratifikasi ASEAN Declaration On The Protection Of The Right Of
Migrant Workers pada 13 Januari 2007. Human trafficking yang dialami pekerja dibidang
perikanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksudkan pada konvensi tersebut setiap pengirim dan negara penerima berkewajiban
memastikan hak-hak para pekerja migran. Dalam hal ini pemerintah Thailand melalui
Ministry Of Social Development And Human Security (MSDHS) memberikan dukungan
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terhadap pekerja bidang perikanan yang bukan warga negara Thailand dan sempat
mengalami perdagangan orang, hal ini sesuai dengan Ministry Of Social Development And
Human Security (MSDHS) pada pasal 33 menetapkan akan mempertimbangkan untuk
memberikan bantuan yang sesuai untuk orang yang diperdagangkan berupa makanan,
tempat tinggal, perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, pelatihan,
bantuan hukum dan bantuan pengembalian ke negara asal sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.

Relevansi Perlindungan Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional Dengan
Undang-Undang Nasional Di Indonesia

Pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perikanan umumnya adalah
hak-hak dalam bekerja tidak terpenuhi dan kerap kali mengalami diskriminasi oleh pelaku
usaha. Hingga saat ini perlindungan hak-hak pekerja bidang perikanan menurut hukum
internasional di Indonesia mengacu pada salah satu konvensi yang sudah diratifikasi yaitu
Maritime Labour Convention (MLC) 2006 atau disebut juga Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritime. Namun, jika dilihat lebih lanjut
pekerja perikanan tidak termasuk pada tujuan konvensi tersebut, atau dengan kata lain
pekerja perikanan dikecualikan oleh konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal Il
Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok Maritime Labour Convention (MLC)
2006. Dapat diketahui bahwa Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang hingga saat ini
digunakan sebagai landasan dalam melindungi pekerja bidang perikanan di Indonesia
tidaklah relevan, karena justru konvensi tersebut mengecualikan pekerja dibidang perikanan.
Namun, jika dilihat pada International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007,
pekerja perikanan yang dikecualikan oleh Maritime Labour Convention (MLC) 2006 tertera
pada pasal | bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup. Dari
penjelasan tersebut, International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 dinilai
relevan terhadap perlindungan pekerja perikanan di Indonesia, karena sebagaimana
disebutkan konvensi tersebut memang ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan, namun
hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut sehingga
ketentuan-ketentuan yang ada belum bisa dijalankan.

Di Indonesia terdapat tiga badan utama yang menaungi pekerja bidang perikanan yaitu
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) dan
Kementrian Perhubungan ( KEMENHUB). Tiga badan utama di Indonesia yang menangani
penegakan hak-hak pekerja perikanan mempunyai aturan yang berbeda dalam merumuskan
peraturan terhadap pekerja dibidang perikanan, Seperti beberapa diantaranya adalah
peraturan mengenai penerbitan izin Mannning Agency yang secara umum diatur oleh
Kemnaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 42 Tahun 2015) namun spesifik sektor
kelautan diatur dibawah Kemhub (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013)
serta penerbitan dokumen tenaga kerja yang diatur oleh Kementerian Perhubungan atau
BNP2TKI bila terkait pelaut.

Selain itu melalui Peraturan Menteri No. 84/2013 Departemen Perhubungan
menetapkan tentang rekrutmen dan penempatan pelaut. Peraturan menteri tersebut
ditetapkan dibawah naungan Menteri Perhubungan yang kenyataannya masih tumpang
tindih dengan peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) dibeberapa area. Misalnya peraturan Kementerian Perhubungan yang
menyatakan bahwa calon pelaut hanya menyiapkan buku pelaut dan dokumen identitas
pelaut saja. Sementara dibawah Departemen Perhubungan, Kartu Tenaga Kerja Luar
Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya dianggap aspek mobilitas dari pelaut.
Selain itu, dalam perekrutan dan penempatan disebutkan oleh Kementerian Perhubungan
bahwa agen tenaga kerja harus memiliki izin kerja yang diterbitkan oleh Kementrian
Perhubungan yaitu Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)
selain izin bisnis yang diatur oleh BNP2TKI.

Di Indonesia hingga saat ini ingga saat ini peraturan dari departemen perhubungan
mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya
dianggap aspek mobilitas dari pelaut, maka dengan demikian dokumen kerja pekerja
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perikanan tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui identitas yang dimiliki oleh pekerja
perikanan nantinya akan digunakan sebagai dasar perjanjian kerja bagi awak kapal karena
memuat identitas yang sebenar-benarnya dari pekerja perikanan. Hal ini tercantum dalam
perjanjian kerja awak kapal pasal 16 International Labour Organization (ILO) Nomor 188
Tahun 2007. Dijelaskan pada pasal diatas mengenai pentingnya perjanjian kerja awak kapal
sebagai bentuk jaminan hak-hak pekerja perikanan terpenuhi selama bekerja dikapal,
apabila konvensi ini jadikan landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan baik itu
bagi mereka yang bekerja di yurisdiksi Indonesia maupun diluar yurisdiksi Indonesia.
Dengan begitu jelas dikatakan bahwa dokumen resmi merupakan hal yang wajib ada saat
bekerja, dokumen tesebut paling tidak memuat informasi minimal sebagaimana tercantum
pada Lampiran Il mengenai perjanjian awak kapal International Labour Organization (ILO)
Nomor 188 Tahun 2007.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kementerian yang berbeda maka akan
melahirkan regulasi yang berbeda pula. Apabila dilakukan ratifikasi terhadap salah satu
konvensi internasional yaitu International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun
2007, maka pekerja perikanan mempunyai regulasi khusus yang memuat standar-standar
bekerja dikapal, termasuk penerbitan izin atas dokumen kerja yang dibutuhkan oleh calon
pekerja perikanan hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, dengan begitu tidak
menyebabkan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pengesahan
perjanjian internasional meskipun secara teoritis adalah mentransformasikan ketentuan
hukum internasional kedalam hukum nasional namun tidak berlaku secara otomatis
sehingga dalam hal-hal tertentu memerlukan pengaturan dan/atau penyelesaian khusus
secara internasional. Beberapa Peraturan internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia
dalam melindungi hak-hak pekerja merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan
pemerintah dalam menjamin hak-hak terutama pekerja sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 Ayat 2 “Tiap tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi kemanusiaan”.

Dalam hal ini dibutuhkan campur tangan pemerintah sebagai upaya perlindungan
hukum hak-hak pekerja perikanan karena negara dalam konteks ini dimaknai sebagai setiap
orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan
sesuatu atas nama negara. Poin penting dalam pemaknaan ini adalah adanya kewenangan
yang melekat pada negara untuk melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas
nama pribadi

4. KESIMPULAN

Peraturan mengenai pekerja bidang perikanan di Indonesia berpedomankan pada
Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Namun sebagaimana dikatakan pada pasal Il
paragraph 4 konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan. Selain itu
ada International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And
Members Of Their Families 2000 , konvensi ini juga tidak memuat fasilitas bekerja seperti
apa yang bisa didapat pekerja bidang perikanan. Terakhir ada International Convention For
The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 yang mengatur keselamatan kerja dikapal,
sebagaimana disebutkan dalam konvensi ini tidak menjelaskan secara detail fasilitas, upah
dan ketentuan pekerja bidang perikanan. Dengan begitu hingga saat ini belum ada aturan
khusus di Indonesia sesuai standar internasional yang ditujukan terhadap pekerja perikanan.
Regulasi nasional yang dijadikan landasan dalam melindungi pekerja perikanan nyatanya
juga saling tumpang tindih antara satu kementrian dengan kementrian lain, dengan begitu
adanya peraturan yang tumpang tindih dapat menyebabkan celah terjadinya pelanggaran.
Konvensi yang dinilai relevan yaitu International Labour Convention (ILO) 188 Tahun 2007
karena konvensi ini secara khusus mengatur standar bekerja bagi pekerja perikanan.
Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.
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